PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

JI. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575
Kode Pos 57424

Berdasarkan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/ 1307 /SK/174 /12

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK

Taman Kanak-kanak Islam Terpadu "HARAPAN BUNDA”
Dukuh RT / RW : Kujon RT 31 RW 09
Desa / Kalurahan : Kalikebo
Kecamatan . Trucuk
Kabupaten : Klaten
Berdiri :

02 Mei 2015
Jenis Layanan Taman Kanak-kanak
Penyelenggara

Yayasan Peduli Generasi Klaten
Berlaku terhitung sejak tanggal dmetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.
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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDI

KAN' KABUPATEN K
NOMOR : 421.1 =ia

1727 15K174 /12
TENTANG

1ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDI

LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERp

KECAMATAN TRUCUK

KAN ANAK USIA DINI
ADU HARAPAN BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

© a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-
Kanak Islam Terpadu HARAPAN BUNDA Dukuh Kujon RT 31 RW 09
Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 03/TKIT
HB/111/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal 1zin Operasional, dipandang
telah  memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka periu

memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-
Kanak Islam Terpadu HARAPAN BUNDA Kecamatan Trucuk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
Mengingat + L. Undang-undang Republik Indonesia

1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;

b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan;

Menimbang

C. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewe « - ©-mn -tah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otor

d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar N. i “Hikan;

€. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201 “n Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaiman~ icic!. dinhah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun
2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.
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